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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- 

Nya, sehingga dokumen Perubahan 

Rencana Strategis (Renstra) DPTR 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

Perubahan Renstra DPTR ini 

menjabarkan Perubahan RPJMD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

seiring dengan adanya pengelolaan dana 

keistimewaan, perbaikan indikator kinerja, 

dan evaluasi capaian kinerja. 

Selain itu dalam rangka 

akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, 

perubahan Renstra ini juga dilakukan 

perumusan indikator kinerja yang lebih 

terukur dan rasional guna akselerasi 

pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan 

misi yang ditetapkan pada akhir masa 

jabatan. Indikator kinerja yang terukur 

akan lebih mudah dipahami, mudah 

dalam evaluasi capaiannya secara 

periodik sehingga juga memudahkan 

pengukuran keberhasilan pencapaiannya. 

 
 

 
Akhirnya dokumen ini akan menjadi 

acuan pelaksanaan program dan kegiatan 

Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui 

Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka 

pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. 

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami 

menyampaikan permohonan maaf yang 

setulus-tulusnya. 

 

Wates,         -          -  2020 

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG           

                KABUPATEN KULON PROGO 

Kepala, 

 
 
 

R. HERIYANTO, S.H., M.M. 

Pembina Utama Muda ; IV/c  

NIP. 19680606 199501 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Bab I berisi: 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika 

Penulisan 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan 

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra. Perubahan Renstra 2017-2022 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, 

Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang Pertanahan dan Tata Ruang  sesuai Peraturan Bupati Kulon 

Progo No. 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, danTata Kerja 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Agar pelaksanaan tugas yang telah 

digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD 

menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program 

dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana 

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa dalam rangka menentukan 

arah kebijakan pembangunan,  maka setiap Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) harus  

menyusun  dokumen Perubahan Rencana Strategis. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis 

OPD yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Daerah (RPJMD). Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan 

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman 

pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang sehingga  Perubahan Rencana 

Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan 

yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-

langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta 

merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan 

pada masyarakat di bidang pertanahan, tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang  Kabupaten Kulon 

Progo merupakan dokumen perubahan rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam 

menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 

Selanjutnya kedudukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata 

Ruang  Kabupaten Kulon Progo dalam kaitannya dengan dokumen Perubahan Rencana 

Strategis yang lain adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1. Kedudukan Renstra dalam Kaitannya dengan Dokumen Rencana Lain 

 

1.2 Landasan Hukum 
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Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana 

Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (2005 - 2025); 

c. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta  

d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 

evaluasi rancanagan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan menengah daerah, serta tata cara 

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah ; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri 

Nomor 59 tahun 2007; 

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022  

k. Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan  
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l. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana 

Keistimewaan  

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032  

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 

2022; 

q. Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 

s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang. 

t. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 74 Tahun 2017  Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-

2022  

 

1.3      Maksud Dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang  Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah untuk 

menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Pertanahan dan 

Tata Ruang, serta merumuskan program bidang Pertanahan dan Tata Ruang selama 5 

tahun kedepan sesuai dengan arah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022. 
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Adapun tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 adalah  :  

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun 

program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan; 

2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam  pencapaian tujuan 

organisasi; 

3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD; 

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan organisasi. 

 

1.4    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang; 

1.2. Landasan Hukum; 

1.3. Maksud dan Tujuan; 

1.4. Sistematika Penulisan; 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas; 

2.2.  Sumberdaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

2.3.  Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

 2.3.1. Kondisi Penataan Ruang 

 2.3.2. Kondisi Pertanahan 

 2.3.3. Target Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017 - 2022 

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang; 
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BAB III.  ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

3.2.  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 2017 – 2022; 

3.3.  Telaahan Rencana Strategis Kementrian ATR, Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang DIY; 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

3.5.  Penentuan Isu – isu Strategis. 

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1.  Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,  

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII.  P E N U T U P 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS 

PERTANAHAN DN TATA RUANG 
 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi 

dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi. 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai 

fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah 

di bidang pertanahan, tata ruang, dan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Bab 2 berisi: 

2.1 Tugas, Fungsi dan 

Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat 

Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas :

  

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanahan; 

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata ruang; 

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pertanahan 

dan tata ruang; 

d. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan. 
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka 

struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut  : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan 

c.  Sub Bagian Keuangan, 

3. Bidang Pertanahan , terdiri dari : 

a. Seksi Penatausahaan Pertanahan; 

b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; 

c. Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan. 

4. Bidang Tata Ruang  terdiri dari : 

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;  

b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan : 

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan;  

b. Seksi Data dan Informasi. 

6. Unit Pelaksana Teknis; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang   

 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi 

pertanahan dan penataan ruang. Sebagaiamana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 

Tahun 2019. 

 

A.  BAGIAN KESATU SEKRETARIAT 

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Sekretariat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian serta 

perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut sekretariat mempunyai 

tugas: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas; 

b. pengelolaan administrasi perkantoran; 
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c. penyelenggaraan kepegawaian Dinas; 

d. pengelolaan keuangan Dinas; 

e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan 

ketatalaksanaan Dinas; 

f. mengelola aset sarana dan prasarana; 

g. pengelolaan data dan sistem informasi; 

h. penatausahaan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang 

tata ruang. 

i. pemantauan, evaluasi program, dan penyusunan laporan tugas Dinas; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

Sekretariat, terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, aset sarana dan prasarana,  

dan administrasi kepegawaian.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian;  

b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi: surat menyurat, tata laksana, 

perbekalan, kearsipan dan perpustakaan; 

c. penyelenggaraan kerumahtanggaan yang meliputi: keprotokolan, 

kebersihan, keamanan, akomodasi dan kegiatan lain yang berkaitan 

dengan kerumahtanggaan; 

d. pengelolaan aset sarana dan prasarana meliputi: pengadaan dan 

penghapusan barang inventaris dinas, perawatan ruang kerja, perawatan 

kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas batik; 

e. pelayanan kehumasan; 

f. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi: analisa jabatan dan 

beban kerja, usulan pengadaan, kenaikan pangkat, usulan pendidikan dan 

pelatihan, cuti, penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kepegawaian, 

kesejahteraan pegawai dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

administrasi kepegawaian; 
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g. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Budaya Pemerintahan, Zona 

Integritas, administrasi inovasi pelayanan publik, dan Sistem Manajemen 

Mutu; 

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Sub Bagian Perencanaan 

(1) Sub Bagian Perencanan mempunyai tugas  menyusun perencanaan, 

pemantauan, evaluasi,  dan pelaporan program.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian; 

b. pengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas; 

c. pengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 

d. pengoordinasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

e. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja; 

f. pengoordinasian perencanaan dan evaluasi program kegiatan 

bersumber Dana Keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata 

ruang; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas  melaksanakan pengelolaan 

keuangan Dinas.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian; 

b. pengelolaan keuangan Dinas; 

c. pengelolaan perbendaharaan Dinas; 

d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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B. BAGIAN KEDUA BIDANG PERTANAHAN  

(1) Bidang Pertanahan  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas 

(2) Bidang Pertanahan  dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan  

pertanahan,pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan 

pertanahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan  mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; 

c. penyelenggaraan penatausahaan pertanahan; 

d. penyelenggaraan pemanfaatan pertanahan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

g. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

Bidang Pertanahan, terdiri atas : 

a. Seksi Penatausahaan Pertanahan; 

(1) Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan 

penatausahaan pertanahan. 

(2) Uraian fungsi Seksi Penatausahaan Pertanahan adalah sebagi berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatausahaan pertanahan; 

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan fasilitasi 

pendaftaran tanah; 

d. pelaksanaan penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten bukan 

keprabon; 

e. melaksanakan penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian 

tanah kelebihan maksimum dan absentee; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

b.  Seksi Pemanfaatan Pertanahan; 

(1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan 

dan fasilitasi pemanfaatan tanah desa. 

(2) Uraian fungsi Seksi Pemanfaatan Pertanahan adalah sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja seksi;  

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan; 

c. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan tanah milik 

pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah desa; 

d. pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

50.000 m²(lima puluh ribu meter persegi) atau lebih; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

c.  Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan 

(1) Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas  

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan 

pertanahan. 

(2) Uraian fungsi, Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan adalah: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penyelesaian 

permasalahan tanah bagi tanah pemerintah daerah, kasultanan, kadipaten dan 

tanah desa ; 

c. pelaksanaan pembinaan terkait urusan pertanahan; 

d. pelaksanaan fasilitasi produk hukum desa mengenai urusan pertanahan; 

e. pelaksanaan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan; 

f. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi;dan 
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i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

C.  BAGIAN KETIGA BIDANG TATA RUANG  

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan 

tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang, secara rinci fungsi Bidang 

Tata Ruang sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang; 

c. penyelenggaraan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci; 

d. penyelenggaraan pengaturan perencanaan kawasan; 

e. penyelenggaraan pebinaan tata ruang; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bidang Tata Ruang, terdiri atas dua seksi yaitu : 

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;  

(1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah 

Daerah, rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknis ruang kawasan 

strategis.  

(2) Uraian fungsi Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 

adalah: 

a. penyusunan rencana kerja seksi; 

b. perumusan  bahan kebijakan teknis pengaturan tata ruang wilayah dan 

tata ruang rinci; 

c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; 

d. penyusunan rencana detail tata ruang; 

e. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; 

f. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan 

satuan ruang strategis Kadipaten; 
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g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 

 

b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 

(1) Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan penetapan perencanaan kawasan dan 

pembinaan tata ruang. 

(2) Uraian fungsi Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang adalah: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan kawasan dan pembinaan 

tata ruang; 

c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 

d. penyusunan rencana induk kawasan dan masterplan kawasan; 

e. pembinaan pemanfaatan tata ruang; 

f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan dan pedoman 

bidang penataan ruang; 

g. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 

 

D. BAGIAN KEEMPAT BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan 

pengendalian tata ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi 

pertanahan dan tata ruang. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan 

pertanahan; 

c. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; 

d. pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;  
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e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 

 

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 

(1)  Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai 

tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

tata ruang dan pertanahan. 

(2) Uraian fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 

adalah :  

a.      penyusunan rencana kerja seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang; 

c. pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang; 

d. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pertanahan; 

e. pengawasan penggunaan tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah 

kadipaten, dan tanah desa; 

f. pelayanan konsultasi perizinan tata ruang; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

b. Seksi Data dan Informasi 

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan 

informasi pertanahan dan tata ruang; 

(2) Uraian fungsi Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi;  

b. perumusan bahan kebijakan teknis yang berkaitan data dan informasi pertanahan 

dan tata ruang;  

c. pelayanan informasi dan data pertanahan dan tata ruang;  

d. penyusunan peta dasar, peta tematik dan informasi pertanahan; 

e. pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang; 

f. pengelolaan data spasial daerah; 

g. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 
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j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

E. JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. 

(2) Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional yang dipimpin 

oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok. 

(3)  Dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas, jumlah kebutuhan jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 

sifat,jenis dan beban kerja. 

(4)  Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

2.2.1.    Sumber Daya Manusia 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 28 pegawai, adapun rincian pegawai 

per jenis kelamin dan golongan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo  

Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2020 

 

Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah 

Kepala 1 - - - 1 1 

Sekretariat 7 2 2 6 1 9 

Bidang Pertanahan 5 2 1 3 3 7 

Bidang Pengaturan dan 

Pembinaan Tata Ruang 
3 3 - 6 - 6 

Bidang Pelaksanaan dan 

Pengawasan 
4 1 1 3 1 5 

Jumlah 20 8 3 21 8 28 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2020) 
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Adapun kondisi tingkat pendidikan per unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan 

pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2020 

Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah 

Kepala - - - - 1 1 

Sekretariat  3 1 5 - 9 

Bidang Pertanahan - 1 - 2 4 7 

Bidang Pengaturan dan Pembinaan 

Tata Ruang 
- - 1 5 - 6 

Bidang Pelaksanaan dan 

Pengawasan 
- 1 - 4 - 5 

Jumlah - 5 2 16 5 28 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2020) 

Tabel 2.3 

Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 

Unit 

Kondisi Riil 
Kebutuhan Sesuai Analisa 

Jabatan 

Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah 

Kepala - - 1 1 - - 1 1 

Sekretariat 2 6 1 9 2 11 1 14 

Bidang Pertanahan 1 3 3 7 - 11 4 15 

Bidang Pengaturan 

dan Pembinaan 

Tata Ruang 

- 6 - 6 - 13 1 14 

Bidang 

Pelaksanaan dan 

Pengawasan 

1 3 1 5 2 8 2 12 

Jumlah 4 18 6 28 4 43 9 56 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2020) 
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2.2..2 Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang selengkapnya disajikan pada tabel  : 2.4 

 

Tabel 2.4 

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 

 

No. Nama Barang 
Jumlah 

(Unit) 

Kondisi Baik (%) Tahun 

2017 2018 2019 

1.  LCD 2 100 100 100 

2.  Layar LCD 2 100 50 50 

3.  Mesin Ketik 2 100 100 100 

4.  Kursi Susun 40 100 100 100 

5.  Meja Kursi Tamu, Pimpinan 1 100 100 100 

6.  Meja Kerja Biro Kecil 1 100 100 100 

7.  Meja Kerja Biro Kecil 2 100 100 100 

8.  Air Conditioner 4 100 100 100 

9.  Scaner 1 100 100 100 

10.  UPS 5 100 100 100 

11.  PC Unit 4 100 100 100 

12.  Laptop 4 100 100 100 

13.  Printer 2 100 75 75 

14.  Printer 3 100 100 100 

15.  Bangunan gedung kantor 1 100 100 100 

16.  Brankas 1 - 100 100 

17.  Papan Pengumuman 1 - 100 100 

18.  White Board 2 - 100 100 

19.  Meja Rapat 15 - 100 100 

20.  Sound System 1 - 100 100 

21.  Hardisk Eksternal 1 - 100 100 

 Jumlah 100 unit    

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2020) 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

2.3.1. Kondisi Penataan Ruang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang, Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pengaturan tata 

ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari 

keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang ini keluarannya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu terkait dengan dokumen perencanaan (pengaturan) dan terkait dengan 

perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata 

ruang, meliputi: rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) atau 

rencana teknis ruang (RTR), dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Berapa 

banyak dokumen perencanaan tata ruang yang harus diwujudkan (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) 

perlu dilakukan identifikasi berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan.Sedangkan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang berupa 

program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, dan/atau 

masyarakat.Program-program ini sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak, perlu ada 

sebuah ukuran tertentu. 

Identifikasi dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) untuk jangka waktu tahun 

2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut: 
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Tabel 2.5 

Daftar Dokumen Rencana Tata Ruang yang perlu disusun tahun 2017 – 2022 

 

No. Jenis dokumen rencana Banyaknya Keterangan 

1 RTRW 1 Review RTRW  

2 RDTR Kawasan 

Perkotaan 

11 2. RDTR Dekso 

3. RDTR Kokap 

4. RDTR Kalibawang 

5. RDTR Wates 

6. RDTR Sentolo 

7. RDTR Nanggulan 

8. RDTR Lendah 

9. RDTR Galur 

10. RDTR Panjatan 

11. RDTR Samigaluh 

12. RDTR Girimulyo 

3 RTR Kawasan Strategis 6 1.   RTR Kws Strategis Bandara 

2.   RTR Kws Metropolitan Wates 

3.   RTR Kws Minapolitan 

4.   RTR Kws Agropolitan 

5.   RTR Kws Penyangga BOP Borobudur 

6.   RTR Kws Industri 

4 RTBL (Sumber Anggaran 

APBD) 

32 1. Review RTBL Alun-alun Wates  

2. RTBL Kawasan Beji 

3. RTBL Kawasan Ngramang 

4. RTBL Kawasan Wates Triharjo 

5. RTBL Kawasan Bendungan 

6. RTBL Kawasan Nagung - Giripeni 
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7. RTBL Kawasan Perdagangan Gawok 

8. RTBL Kawasan Monumen Nyi Ageng 

Serang 

9. RTBL Kawasan Cangkring - Nagung 

10. RTBL Kawasan Toyan - Bendungan 

11. RTBL Utara (Belakang) Pasar 

Bendungan 

12. RTBL Temon 

13. RTBL Kebonrejo 

14. RTBL Sindutan 

15. RTBL Kawasan Sentolo 

16. RTBL Tuksono 

17. RTBL Salamrejo 

18. RTBL Sentolo 

19. RTBL Banguncipto 

20. RTBL Jatisarono 

21. RTBL Wijimulyo 

22. RTBL Kembang 

23. RTBL Dekso 

24. RTBL Perkotaan Lendah (Jatirejo-

Sidorejo) 

25. RTBL Banaran-Kranggan-Brosot 

26. RTBL Perkotaan Panjatan (Cerme-

Krembangan) 

27. RTBL Perkotaan Samigaluh (Gerbosari-

Ngargosari) 

28. RTBL Giripurwo 

29. RTBL Hargomulyo 

30. RTBL Kawasan Margosari 

31. RTBL Kawasan Perkantoran dan 

Pendidikan 

32. RTBL Kawasan Clereng 
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5 RTBL (Sumber Anggaran 

Dana Keistimewaan) 

13 1. RTBL Karangwuni 

2. RTBL Girigondo 

3. RTBL Glagah 

4. RTBL Jangkaran 

5. RTBL Banjaroya 

6. RTBL Tonogoro 

7. RTBL Banaran 

8. RTBL Bugel 

9. RTBL Nglinggo-Tritis 

10. RTBL Jatimulyo 

11. RTBL Hargorejo 

12. RTBL Sermo 

13. RTBL Kawasan Bulu Pengasih 

 Jumlah 44  

Sumber: Analisis identifikasi Perda No. 1 th 2012 

 

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara 

mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (prosentase) program-program 

yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang 

eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola 

ruang.Hasil evaluasi dari  struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan 

capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel berikut 

menunjukkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. 
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 Tabel 2.6 

 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2017-2018 

     

 No Jenis rencana tata ruang 
Kesesuaian tata ruang (%) 

 Tahun 2017 Tahun 2018 

1 Struktur ruang  75,00 86,30 

2 Pola ruang  99,50 88,80 

3 Rata-rata struktur ruang dan pola ruang  87,25 87,55 

Sumber: Audit pemanfaatan ruang tahun 2017-2018 

 

2.3.2.  Kondisi Pertanahan  

Capaian Kinerja layanan pertanahan selama periode 2015-2019 telah menunjukkan 

adanya peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2015 sebesar 77,49% meningkat menjadi 

82,81% pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 5,32% (lihat Tabel 2.6).  

Persentase lahan yang bersertifikat pada tahun 2015 sebesar 71,79% menjadi 82,34% 

pada tahun 2019. Sedangkan persentase jumlah aset pemerintah daerah yang bersertifikat 

sebesar 43,83% pada tahun 2017 meningkat menjadi 53,59% pada tahun 2019. 

 

Tabel 2.7 

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019 

No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah lahan bersertifikat ha 42.088 43.208 46.274 47.274 48.274 

2 Jumlah lahan yang 

seharusnya bersertifikat 

ha  
58.628 58.628 58.628 58.628 58.628 

3 Jumlah asset Pemda 

bersertifikat 

ha 166 

(bid) 

202 

(bid) 
1.796 1.996 2.196 

4 Jumlah asset Pemda yang 

seharusnya bersertifikat 

ha 
4.098  4.098 4.098 4.098 4.098 

5 Jumlah permasalahan 

pertanahan yang 

diselesaikan 

Kasus 

17 29 10 10 10 

6 Jumlah permasalahan 

pertanahan 

Kasus 
22 42 10 10 10 

7 Capaian indikator kinerja 

program  

%  
77,49 79,18 77,22 80,64 82,81 

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2020



 

 

TABEL 2.8. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

No 

Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

(SPM) 

Target IKK 

Target 

Indikator 

Lainya 

(MDGs dsb) 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Realisasi 

Capaian Tahun 

ke - 

Rasio Capaian 

pada Tahun ke - 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (16) (17) 

Sebelum Perubahan 

1. 

Persentase 

Kesesuaian 

Pemanfaatan Ruang 

   87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68 87,25 87,55 100,01 100,25 

Setelah Perubahan 

1. 

Persentase 

Kesesuaian 

Pemanfaatan Ruang 

   87,24 87,55 88,05 88,55 89,05 89,55 87,25 87,55 100,01 100 

Sebelum Perubahan 

2. 
Persentase Lahan 

Bersertifikat 
   78,93 80,63 - - - - 77,22 80,11 97,83 99,35 

Setelah Perubahan 

2. 
Persentase Tanah 

Pemerintah Daerah, 

Tanah Kasultanan, 

   - - 12,03 15,67 22,51 40,26 - - - - 



 

 

Kadipaten, dan Desa 

yang Memiliki 

Kepastian Hukum 

               

 
Berdasarkan tabel di atas, seluruh target Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah tercapai 100% di tahun transisi (2017) dan di tahun pertama (2018). Target Indikator 
Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Target Indikator Kinerja telah 
tercapai. Bahkan realisasi di tahun 2018 telah melebihi target 2019. 

 

 

Tabel 2.9. 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

 

Uraian  

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada 

Tahun 
Rasio Capaian pada Tahun ke - 

Rata-rata Pertumbuhan 

2017 
(transisi) 

2018 2019 2017 
(transisi) 

2018 2017 
(transisi) 

2018  Anggaran Realisasi 

Belanja Langsung 6.542.75 6.592,60 8.807,94 6.144,68 6.331,77 93,92 96,04  0,18 0,03 

Belanja Pegawai 2.466,42 2.624,66 2.809,61 2.399,03 2.582,46 97,27 98,39  0,10 0,08 

Belanja Barang dan Jasa 3.633,98 3.510,81 5.840,32 3.322,46 3.319,45 91,43 94,55  0,30 -0,001 

Belanja Modal 442,34 457,13 158,01 423,20 429.86 95,67 94,03  -0,29 0,02 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Tabel 3.0. 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

Uraian Program Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada 

Tahun 
Rasio Capaian pada Tahun ke - 

Rata-rata Pertumbuhan 

2017 
(transisi) 

2018 2019 2017 
(transisi) 

2018 2017 
(transisi) 

2018 2019 Anggaran Realisasi 

Program Perencanaan Tata 

Ruang 
1.164,74 906,41 397,02 

 
906,41 

 
100 100 -0,50 -0,50 

Penyusunan Rencana Tata Ruang 

dan Rencana Rinci 
1.098,88 699,55 197,23 

 
699,55 

 
100 100 -0,72 -0,72 

Penyusunan RTBL 390,00 279,99 152,84  279,99  100 100 -0,51 -0,51 

Penyebaran Informasi dan 

Penataan Ruang 
26,86 26,86 47,21 

 
26,86 

 
100 100 0,38 0,38 

Program Pengendalian dan 

Pemanfaatan Penataan Ruang 
316,33 288,98 286,76 

 
288,98 

 
100 100 -0,09 -0,09 

Penyelenggaraan TKPRD 80,36 80,36 117,79  80,36  100 100 0,23 0,23 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang 
95,60 95,60 48,47 

 
95,60 

 
100 100 -0,25 -0,25 



 

 

Audit Pemanfaatan Ruang 55,24 55,23 55,24  55,23  100 100 0,00 0,00 

Pengelolaan Database dan Peta 

Tata Ruang 
85,13 57,78 65,26 

 
57,78 

 
100 100 -0,26 -0,26 

Program Pengelolaan 

Pertanahan 
1.914,24 2.280,50 2.374,91 

 
2.280,50 

 
100 100 0,21 0,21 

Pengelolaan Database 

Pertanahan 
57,78 57,78 57,00 

 
57,78 

 
100 100 -0,01 -0,01 

Penataan Tanah yang 

Dibebaskan oleh Pemda 
65,87 83,78 25,86 

 
83,78 

 
100 100 -0,07 -0,07 

Penyediaan dan Pemanfaatan 

Tanah Kas Desa untun 

Kepentingan Umum 

1.211,68 1.490,85 1.723,80 

 

1.490,85  100 100 0,31 0,31 

Penataan Tanah Masyarakat 293,28 343,28 251,26  343,28  100 100 0,04 0,04 

Penyelesaian Permasalahan 

Pertanahan 
57,50 65,00 36,91 

 
65,00 

 
100 100 -0,09 -0,09 

Identifikasi dan Inventarisasi 

Pertanahan 
200,79 240,00 280,08 

 
240,00 

 
100 100 0,28 0,28 

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Perkantoran 
528,33 536,43 285,55 

 
536,43 

 
100 100 -0,22 -0,22 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Perkantoran 
395,54 311,48 156,69 

 
311,48 

 
100 100 -0,46 -0,46 

Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran 
130,53 222,45 126,36 

 
222,45 

 
100 100 0,49 0,49 

Pendidikan dan Pelatihan Non 

Formal 
2,26 2,50 2,50 

 
2,50 

 
100 100 0,11 0,11 



 

 

Program Pelayanan 

Adminstrasi Perantoran 
234,19 243,69 239,66 

 
243,69 

 
100 100 0,03 0,03 

Penyediaan Rapat-rapat, 

Konsultasi, dan Koordinasi 
119,09 107,67 110,40 

 
107,67 

 
100 100 -0,08 -0,08 

Penyediaan Jasa dan Peralatan 

Perkantoran 
86,42 104,92 98,16 

 
104,92 

 
100 100 0,18 0,18 

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan 
28,70 31,10 31,10 

 
31,10 

 
100 100 0,08 0,08 

Program Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi 

Kinerja 

38,44 50,48 45,21 

 

50,48 

 

100 100 0,26 0,26 

Pengendalian, Evaluasi, dan 

Pelaporan Kinerja 
- 12,57 10,38 

 
12,57 

 
100 100 -0,17 -0,17 

Penyusunan Pelaporan Keuangan 16,13 27,53 15,53  27,53  100 100 0,49 0,49 

Penyusunan Perencanaan Kinerja 

SKPD 
22,31 10,38 19,30 

 
10,38 

 
100 100 -0,11 -0,11 

Program Pengelolaan Tanah 

Kasultanan dan Tanah 

Kadipaten 

  2.049,58 

 

 

 

    

Penatausahaan Tanah Kasultanan 

dan Kadipaten 
  2.327,75 

 
 

 
    

Program Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Tanah 

Kadipaten 

  395,00 

 

 

 

    

Penyiapan Bahan Pertimbangan 

Teknis Izin Penggunaan Tanah 

Kasultanan, Kadipaten, dan 

  170,00        



 

 

Tanah Desa 

Penanganan Keberatan dan 

Sengketa Pertanahan Tanah 

Kasultanan, Tanah Kadipaten, 

dan Tanah Desa 

  225,00        

Program Perencanaan Tata 

Ruang Satuan Ruang Strategis 

Kasultanan dan Kadipaten 

  600,00        

Penyusunan Rencana Rinci Tata 

pada Satuan Ruang Strategis 

Kasultanan dan Kadipaten 

  350,00        

Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Kota 
  250,00        

Penyusunan Rencana Induk 

Satuan Ruang Strategis 

Kasultanan dan Kadipaten 

          

 
Table 2.9 diatas terlihat barwa rata-rata anggaran 0,07% dengan pertumbuhan realisasi rata – rata 0,03%. Penurunan belanja modal 

dari tahun 2017 ke 2018 disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Merupakan OPD baru sehingga pada tahun tersebut banyak 

sarana dan prasarana yang diperlukan. Perubahan anggaran juga disebabkan berubahnya RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali 

 Tabel 3.0 diatas menunjukan  perkembangan pendanaan program di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena bertambahnya 

jumlah dana yang bersumber dari keistimewaan 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Tantangan : 

1. Topografi wilayah dari pantai sampai perbukitan; 

2. Adanya potensi bencana alam; 

3. Prosedur penyusunan RDTR yang panjang mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai 

ke Pemerintah Pusat, Prasyarat BIG. 

Peluang  : 

1. Partisipasi aktif dari stakeholders; 

2. Peluang investasi yang masih terbuka; 

3. Dukungan potensi sumber daya alam; 

4. Dukungan sarana prasarana transportasi memadai; 

5. Dukungan pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dalam penanganan Pertanahan 

dan Tata Ruang; 

6. Ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan. 
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  BAB III 
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 

dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang selengkapnya disajikan pada Tabel 

3.1 sedangkan Identifikasi Isu-isu strategis 

(Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.2 

 

Bab 3 berisi: 

3.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
DaerahTerpilih  

3.3 Telaahan Renstra Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang 

 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata 

RuangKabupaten Kulon Progo 

 

Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

Gambaran 

pelayanan OPD 
• Belum adanya 

regulasi 

RDTR 

kawasan 

perkotaan dan 

kawasan 

strategis 

• UU 26 / 2007 

• PP 15 / 2010 

• Permen PU 20 / 2011 

• Permen ATR 37 / 

2016 

• Perda 1 /2012 

• PP 46 / 2016 

• Perdais 1/2013 

• Perdais 2/2017 

▪ Menyusun 

dokumen 

perencanaan 

▪ Koordinasi, 

verifikasi peta 

oleh BIG, 

persetujuan 

substansi, 

penetapan oleh 

DPRD, 

partisipasi 

masyarakat 

▪ Terlalu panjangnya 

proses penyusunan 

dan penetapan 

▪ Adanya kebijakan 

baru (aturan) yang 

harus diikuti dalam 

proses dokumen 

perencanaan 

▪ Adanya program 

pembangunan 

strategis yang harus 

diakomodir 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

 • Belum 

tercapainya 

SPM bidang 

Penataan 

Ruang 

• UU 26/2007 

• PP 8/2013 

• Permen PU 15/2010 

• Permen PU 5/2008 

• Permen PU 1/2014 

• PP 65/2010 

• Permendagri 56/2014 

• Perbub 78/2011 

▪ Menyediakan 

informasi 

mengenai rencana 

tata ruang wilayah 

melalui Peta 

Analog dan Peta 

Digital 

▪ Melayani 

masyarakat dalam 

pengurusan ijin 

pemanfaatan 

ruang sesuai 

perda PTR 

▪ Melaksanakan 

tindakan awal 

terhadap 

pengaduan 

masyarakat 

tentang 

pelanggaran 

dibidang penataan 

ruang dalam 

waktu 5 hari 

 

▪ Koordinasi 

dengan BIG 

terkait peta 

▪ Koordinasi dan 

komunikasi 

dengan 

masyarakat 

melalui ormas dan 

institusi lainnya 

▪ Koordinasi 

denganOPD 

terkait 

 

▪ Dukungan 

perangkat keras dan 

peragkat lunak 

belum memadai 

▪ Jaringan asmara 

belum dapat 

melibatkan semua 

lapisan masyarat 

karena keterbatasan 

anggaran 

▪ Belum semua 

aturan tata ruang 

telah ditetapkan 

▪ Belum optimalnya 

koordinasi dengan 

OPD penegak 

hukum 

 

 • Pemanfaatan 

ruang tidak 

sesuai 

peruntukannya 

• UU 26 / 2007 

• PP 15 / 2010 

• Permen PU 20 / 2011 

• Permen ATR 37 / 

2016 

• Perda 1 /2012 

• PP 46 / 2016 

• Peraturan Sektoral 

▪ Fasilitasi 

Penerbitan rekom 

TKPRD 

▪ Advice Planing 

▪ Audit tata ruang 

▪ Rekom teknis 

(komisi irigasi, 

BBWSO) 

▪ IMB 

 

▪ Adanya kebijakan 

baru (aturan) yang 

harus diikuti dalam 

proses dokumen 

perencanaan 

▪ Adanya program 

pembangunan 

strategis yang harus 

diakomodir 

▪ Kuranganya data 

kelengkapan 

permohonan  

 

 • Pengelolaan 

data tata ruang 

belum optimal 

• UU 26/2007 

• UU 14/2008 

• PP 61/2010 

• Perda 1/2012 

• Perdais 1/2017 

• UU 4/2011 

▪ Pendataan 

▪ Pengolahan 

▪ Penyajian  

▪ Pengelolaan sim 

data 

▪ Jaringan informasi 

geospasial 

▪ Ketersediaan 

server dan jaringan 

internet 

▪ Ketersediaan data 

pendukung 

▪ Belum 

menggunakan sim 

data tata ruang 

(pembagian peran 

pengelolaaan) 

 • Pengelolaan 

data 

pertanahan 

belum optimal 

• UU 5/1960 

• UU 13/2012 

• UU 1/2017 

• UU 14/2008 

• Pergub 34/2017 

▪ Pendataan 

▪ Pengolahan 

▪ Penyajian  

▪ Pengelolaan sim 

data 

▪ Jaringan informasi 

geospasial 

▪ Ketersediaan 

server dan jaringan 

internet 

▪ Ketersediaan data 

pendukung 

▪ Belum 

menggunakan sim 

data 

pertanahan(pembag

ian peran 

pengelolaaan) 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

 • Sebagian 

tanah 

Kasultanan, 

Pakualaman 

tanah 

pemerintah, 

dan tanah desa 

blm 

bersertifikat 

• UU 5/1960 

• UU 13/2012 

• Perdais 1/2017 

▪ Inventarisasi dan 

identifikasi tanah 

▪ Pendaftaran 

▪ Fasilitasi 

pemanfaatan 

▪ Pemeliharaan 

sertifikat tanah 

desa 

▪ Penerbitan 

sertifikat 

▪ Penerbitan ijin 

gubernur  

▪ Kekancingan 

penerbitan 

kadipaten dan 

kasultanan 

 

▪ Dokumen 

administrasi 

pendukung kurang 

lengkap 

 

 • Sebagian 

tanah 

kadipaten dan 

kasultanan 

yang 

digunakan 

pemkab belum 

mendapat 

kekancingak 

• UU 13/2012 

• Perdais 1/2017 

• Pergub 33/2017 

▪ Inventarisasi dan 

identifikasi tanah  

▪ Rekomendasi 

kesesuaian ruang 

▪ Rekomendasi 

Bupati 

▪ Penerbitan status 

tanah dari desa 

▪ Penerbitan surat 

kekancingan 

▪ Dokumen 

administrasi 

pendukung kurang 

lengkap 

 

 • Masih adanya 

permasalahan 

pertanahan 

• UU 5/1960 

• UU 13/2012 

• Perdais 1/2017 

• Pergub 34/2017 

• Pergub 33/2017 

▪ Inventarisasi dan 

identifikasi tanah  

▪ Rekomendasi 

kesesuaian ruang 

▪ Rekomendasi 

Bupati 

▪ Kelengkapan 

dokumen dari desa 

▪ Penerbitan ijin 

gubernur 

▪ Dokumen 

administrasi 

pendukung kurang 

lengkap 

 

 ▪ Keterbatasan 

sarana, 

prasarana dan 

jumlah 

petugas 

menyebabkan 

pelaksanaan 

pekerjaan 

belum optimal 

▪ Perda 14/2016 

▪ Perbub 55/2016 

 

▪ Mengusulkan 

pengadaan sarana 

prasarana dan 

SDM 

▪ Penetapan perda 

APBD 

▪ Keterbatasan 

Ketersediaan 

anggaran 

Kajian terhadap 

Renstra 

Kementerian 

ATR 

▪ Koordinasi 

dengan 

Kementerian 

ATR 

▪ Pelaporan 

pelaksanaan 

program/kegiat

an ke 

Kementerian 

 

• UU No. 25 Tahun 

2004 

• PP No. 8 Tahun 2008 

• Renstra Kementerian 

ATR 

 

 

▪ Kepatuhan OPD 

terhadap peraturan 

perundangan 

Informasi  dan 

kebijakan dari 

pemerintah pusat 

Belum optimalnya 

koordinasi dan 

sinkronisasi proses 

perencanaan 

pembangunan 

sektoral dan 

kewilayahan 

Kajian terhadap 

RTRW 
▪ Review 

RTRW 

• UU 26 / 2007 

• PP 15 / 2010 

• Permen PU 20 / 

2011 

• Permen ATR 37 / 

2016 

• Perda 1 /2012 

▪ Menyusun 

dokumen 

perencanaan 

▪ Koordinasi, 

verifikasi peta 

oleh BIG, 

persetujuan 

substansi, 

penetapan oleh 

DPRD, 

▪ Terlalu panjangnya 

proses penyusunan 

dan penetapan 

▪ Adanya kebijakan 

baru (aturan) yang 

harus diikuti dalam 

proses dokumen 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

• PP 46 / 2016 

• Perdais 1/2013 

• Perdais 2/2017 

partisipasi 

masyarakat 

perencanaan 

▪ Adanya program 

pembangunan 

strategis yang harus 

diakomodir 

 

 

Tabel 3.2 

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam 

dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2017-2022, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut: 
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Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, 

tenteram, berkarakter  dan berbudaya  berdasarkan iman dan taqwa 

Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya 

Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehudupan yang aman, tertib dan tentram 

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan 

sumberdaya alam dan didukung oleh tehnologi serta infrastruktur yang 

berkualitas 

Kaitannya misi 3 dengan Eks BAU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah 

meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan public yang responsive. 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berhubungan erat dengan misi 4 yaitu Mewujudkan 

pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung 

oleh tehnologi serta infrastruktur yang berkualitas 

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan  Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

disajikan pada Tabel 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

Tabel 3.3 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan  

Wakil Kepala Daerah 

 

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter  

dan berbudaya  berdasarkan iman dan taqwa 

No 

Misi dan  Program  

KDH dan Wakil 

KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Misi 4 : 

Mewujudkan 

pembangunan berbasis 

kawasan dengan 

mengoptimalkan 

sumberdaya alam dan 

didukung oleh 

tehnologi serta 

infrastruktur yang 

berkualitas 

▪ Regulasi tentang penataan ruang yang 

belum lengkap/memadai 

▪ Pemanfaatan ruang yang belum sesuai 

dengan peruntukannya 

▪ Sebagian tanah kasultanan, 

pakualaman, tanah desa dan tanah 

pemerintah kab belum bersertifikat 

▪ Keterbatasan sarana, prasaranadan 

SDM petugas menyebabkan 

pelaksanaan pekerjaan belum optimal 

 

▪ Proses penetapan 

regulasi tata ruang 

panjang 

▪ Belum ditetapkannya 

RDTR 

▪ Identifikasi data 

pertanahan belum 

lengkap 

▪ Keterbatasan sarana, 

prasaranadan SDM 

petugas menyebabkan 

pelaksanaan pekerjaan 

belum optimal 

 

▪ Adanya dukungan 

kebijakan dan 

komitmen Pemerintah 

Daerah dalam hal 

percepatan regulasi tata 

ruang 

▪ Adanya program 

strategis nasional yang 

harus diadopsi di 

RTRW 

▪ Dukungan dan 

komitmen Pemerintah 

Daerah baik kab 

maupun DIY dalam hal 

sertifikasi tanah 

▪ Pelaksanaan program 

PTSL dari kementrian 

ATR 

 

 Program Perencanaan 

Tata Ruang 

 Program Pengendalian 

dan Pemanfaatan 

Penataan Ruang 

 
Program Pengelolaan 

Pertanahan 

 

 

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon 

Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR , Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 

3.4. 
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Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR,  Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang DIYbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah  

Permasalahan  

Pelayanan Dinas 

Pertanahan dan Tata 

Ruang 

 Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

A Kementerian Agraria dan Tata Ruang   

1 Pencapaian sertifikasi 

nasional 

▪ Sebagian tanah pemerintah 

daerah, tanah kasultanan, 

tanah pakualaman dan tanah 

desa serta tanah masyarakat 

belum bersertifikat 

▪ Kesadaran masyarakat atas 

kepastian hukum tanah  

▪ Belum semua standard 

pelayanan minimal (SPM) 

dan SOP tersedia; 

▪ Sarana dan prasarana masih 

terbatas; 

▪ Belum semua data pertanahan 

tersedia secara lengkap dan 

akurat; 

▪ Belum adanya system 

informasi sector pertanahan  

▪  

▪ Terbentuknya 

kelembagaan Dinas 

Pertanahan dan Tata 

Ruang yaitu Peraturan 

Daerah Nomor 55 

tahun 2015 dan 

Peraturan Bupati 

Kulon Progo Nomor 

55 tahun 2015 

▪ Peran aktif dan 

dukungan unsur 

pimpinan 

▪ Dukungan aparat 

pemerintah dari pusat 

sampai desa 

▪ Dukungan dana 

▪ Semangat (etos kerja) 

pegawi yang tinggi 

 

2 Penetapan regulasi tata ruang 

▪ Belum lengkapnya regulasi 

tata ruang di tingkat 

Kabupaten. 

 

▪ Proses regulasi tataruang 

panjang 

▪ Dokumen kajian RDTR 

kawasan strategis belum 

disusun 

  

▪ Sudah adanya 8 

(delapan) dokumen 

kajian RDTR 

kawasan perkotaan 

▪ Adanya dukungan 

kebijakan dan 

komitmen Pemerintah 

Daerah dalam hal 

percepatan regulasi 

tata ruang 

 

B Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang DIY 
 

  

1     

2     

3     
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3.3  Telaah Renstra Kementerian ATR dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 

 Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan 

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung 

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan 

daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin 

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

 Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yang didalamnya 

ditetapkan Visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, 

Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat 

yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.  

 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah 

sebagai berikut : 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang 

didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal; 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang 

didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil 

budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; 3. Mewujudkan kepariwisataan yang 

kreatif dan inovatif; 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada 

kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan rakyat.  

 Misi keempat mempersyaratkan adanya ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa misi keempat ini menjadi sangat relevan dan terkait erat 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Analisis Renstra K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas 

terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan 

Renstra SKPD di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing PD.  

 Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran 

pelaksanaan Renstra PD telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan 

Renstra PD Kabupaten/Kota. Disamping itu arah ini juga diperlukan untuk mencermati apakah 

tingkat capaian kinerja Renstra dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 
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melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota. Hasil review 

terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam 

perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan 

Renstra PD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang 

dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan 

kebijakan strategis dalam Renstra PD pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Menurut Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019 

– 2039, pada bab II pasal 4 disebutkan bahwa RTRW DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai 

pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan 

mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, 

keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan 

berkelanjutan. 

Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang 

dibangun dalam -12- konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan 

dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. 

Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo Nomot 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 2012 – 2032, pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa  Penataan ruang wilayah 

Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupatensebagai basis komoditas pertaniandidukung 

pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang sangat 

diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan 

penyumbang  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lainnya. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 sebagai 

dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah 

maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo.  Dalam 

RTRW Kabupaten Kulon Progo rencana penyediaan pola ruang  terdiri dari Kawasan Lindung 

dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang. 

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan 



 

 

45 

penanganannya disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

 

No. 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas dan 

Fungsi OPD 

Permasalahan  

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 RTRW belum 

mengakomodasi kegiatan 

pembangunan strategis dan 

dinamika pembangunan 

Perlunya Rewiev 

RTRW 

▪ Proses penetapan regulasi tata 

ruang panjang 

 

▪ Rewiev RTRW 

DIY 

▪ Adanya dukungan 

kebijakan dan 

komitmen 

Pemerintah 

Daerah dalam hal 

percepatan 

regulasi tata 

ruang 

 

2 RTRW perlu ditindaklanjuti 

dengan RDTR kawasan 

perkotaan dan kawasan strategis 

Belum adanya regulasi 

RDTR kawasan 

perkotaan dan kawasan 

strategis 

▪ Proses penetapan regulasi tata 

ruang panjang 

▪ Dokumen kajian RDTR 

kawasan strategis belum 

disusun 

 

▪ Sdh ada 

dokemen kajian 

untuk RDTR 

kawasan 

Perkotaan 

▪ Adanya dukungan 

kebijakan dan 

komitmen 

Pemerintah 

Daerah dalam hal 

percepatan 

regulasi tata 

ruang 

 

 

3.5.   Penentuan Isu-isu strategis 

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun 

perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang. 

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang 

adalah : 
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1. Adanya proyek pembangunan strategis : Bandara Internasional, KSPN Borobudor, 

Pembangunan Jalur Pantai selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung 

Adikarto sehingga perlu Rewiev RTRW  

2. Kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan strategis   

3. Penetapan UU keistimewaan dan peraturan daerah istimewa DIY khususnya tentang 

tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa 

4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian.  
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    BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Sebagai penjabaran atas visi Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo, maka tujuan yang akan 

dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam 

periode lima tahun ke depan adalah : Mengoptimalkan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan sasaran 

meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran  Dinas pertanahan dan tata ruang 

NO

. 
TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN (%) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Sebelum Perubahan 

1 

 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Infrastruktur 

yang Mendukung 

Performa 

Wilayah 

Meningktnya 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang 

 

Presentase 

kesesuaian 

pemanfaatan ruang  

83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,50 

  Meningkatnya 

kinerja layanan 

pertanahan 

Persentase lahan 

bersertifikat 

78,93 80,64 82,34 84,05 85,75 87,46 

Setelah Perubahan 

1 

 

Meningkatnya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Meningktnya 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang 

 

Presentase 

kesesuaian 

pemanfaatan ruang  

- - 87,75 88,00 88,25 88,50 

  Meningkatnya 

kinerja layanan 

pertanahan 

 

Persentase tanah 

Pemerintah Daerah, 

tanah Kasultanan, 

Kadipaten, dan Desa 

yang sudah terdaftar 

di BPN 

 

- - 26,44 34,70 42,96 11,43 

4.1 
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NO

. 
TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN (%) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

 

 Indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Perubahan Renstra mengalami 

perubahan. Indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari sasaran daerah yang dituju 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (nilai akuntabilitas kinerja pemerintah/AKIP) yaitu jumlah nilai 

komponen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, pencapaian kinerja). Indikator sasaran (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga 

mengalami perubahan, yang sebelumnya menilai sasaran DIY menjadi sasaran perangkat 

daerah Kabupaten. Selain itu adanya tambahan indikator pada salah satu sasaran Dinas 

Pertanahan dan Tata yang disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diberikan wewenang 

untuk mengampu dana Keistimewaan sehingga urusan pertanahan bertambah yang semula 

hanya tanah pemerintah kabupaten Kulon Progo dengan adanya dana keistimewaan 

bertambah dengan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah Desa 
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH 
KEBIJAKAN 

 

 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Sebagaimana di rumuskan pada Bab 

sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang ini terkait dengan pernyatan visi, misi, 

tujuan dan sasaran, maka disusunlah beberapa 

strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. 

Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, 

maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas 

pertanahan dan tata ruang sebagaimana berikut : 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Visi: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, 

berkarakter  dan berbudaya  berdasarkan iman dan taqwa” 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

 

Misi 4 :  Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya 

alam dan didukung oleh tehnologi serta infrastruktur yang berkualitas 

Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

pelayanan pertanahan 

Meningkatnya 

penataan, 

penguasaan dan 

pemanfaatan 

pertanahan 

 

Peningkatan kepastian 

hukum pemilikan 

pertanahan, pemanfaatan 

pertanahan, pengendalian 

pertanahan 

Fasilitasi identifikasi tanah, sertifikasi 

tanah, sewa tanah, ijin 

pemanfaatan tanah, 

penyelesaian permasalahan 

tanah, pengelolaan database 

pertanahan 
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Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

penataan ruang 

Meningkatnya 

kualitas 

pengaturan dan 

pembinaan tata 

ruang 

 

Peningkatan Penetapan 

regulasi penataan ruang 

Fasilitasi perencanaan dan 

penetapan dokumen tata ruang  

(RTRW, RDTR, RTBL , serta 

Pembinaan tata ruang 

 Meningkatnya 

pelaksanaan dan 

pengawasan tata 

ruang 

Peningkatan Pengendalian 

pemanfaatan  ruang. 

Fasilitasi Penerbitan rekomendasi 

kesesuaian ruang,surat keterangan 

rencana tata bangun (advice 

planning), audit tata ruang, 

pengelolaan database tata ruang. 

 

Secara umum, beberapa  poin penting yang akan dilaksakanan guna pencapaian visi dan misi 

adalah sebagai berikut: 

1. Merevisi regulasi tata kerja OPD disesuaikan dengan beban tugas. 

2. Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 

di Dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo. 

3. Mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk mencapai kualitas tata kelola Dinas 

yang baik, dan dalam rangka pelayanan masyarakat.  

4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan 

masyarakat 

5. Membangun jaringan Teknologi Informasi dan pengakuratan database untuk 

mendukung Kinerja Dinas pertanahan dan tata ruang dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

6. Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar stakeholder dan OPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah DIY, dan Pemerintah. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

 
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam  

RPJMD Kabupaten Kulon Progo  Tahun 2017 - 2022, 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

Penjabaran Pelaksanaan Program : 

I.  Program Perencanaan Tata Ruang 

Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Kabupaten 

2. Penyusunan RTBL 

3. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci 

II.Program Pengelolaan Pertanahan 

Program Pengelolaan Pertanahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Database Pertanahan 

2. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 

3. Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum 

4. Penataan Tanah Masyarakat 

5. Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan 

6. Sertifikasi Tanah yang Sudah di Bebaskan oleh Pemda 

III. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 
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Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Database dan Peta Tata Ruang 

2. Penyelenggaraan BKPRD 

3. Audit Pemanfaatan Ruang 

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

 

IV. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 

2. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 

3. Penyediaan Rapat – Rapat, Konsultasi dan Koordiasi 

V. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Perkantoran dan Kualitas SDM OPD 

Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Perkantoran dan kualitas SDM OPD 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 

VI. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 

2. Penyusunan Laporan Keuangan 

3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 

VII. Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1.  Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten 

VIII. Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 
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Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1.  Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan 

Kadipaten, dan Tanah Desa 

2. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, 

dan Tanah Desa 

 

 

 

IX. Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 

Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1.   Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan 

Kadipaten 

2.  Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota



 

 

Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Program Perencanaan 

Tata Ruang

Cakupan 

perencanaan tata 

ruang

n.a. 28,13 1164,74 33,70 906,41 74,68 397,02 81,95 405,33 91,71 425,60 94,57 727,04 94,57 4026,14

Penyusunan Rencana 

Tata Ruang dan 

Rencana Rinci

1098,88 599,55 197,23 214,42 221,18 577,95 2909,21

Jumlah substansi 

dokumen 

perencanaan tata 

ruang

n.a. 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Penyusunan RTBL 390,00             279,99              152,84              151,34               158,10             286,65               1.418,92           

Jumlah Dokumen 

RTBL yang 

ditetapkan

n.a. 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Penyebarluasan 

Informasi Penataan 

Ruang Kabupaten

26,86              26,86                47,21                39,57                 46,32               35,84                 222,66              

Jumlah realisasi 

penyebaran 

informasi

n.a. 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00

Program Pengendalian 

dan Pemanfaatan 

Penataan Ruang

Cakupan 

pelaksanaan 

penataan ruang

n.a. 316,33 85,42              288,98 89,58 286,76 93,75 277,39 95,83 277,39 100,00 231,80 100,00 1678,65

Penyelenggaraan 

BKPRD

80,36            80,36                117,79                109,13                 109,13                86,76                 583,53

Jumlah 

Rekomendasi 

pemanfaatan ruang 

tepat waktu

n.a. 293,00 262,00            275,00 289,00 303,00 317,00 317,00

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 95,60
95,60 48,47 44,15 44,15 109,61 437,58

Jumlah dokumen 

Advice planing

n.a.

760
348,00            340,00 350,00 360,00 370,00 965,00

Audit Pemanfaatan 

Ruang 55,24
55,23 55,24 54,88 54,88 63,34 338,81

Dokumen 

kesesuaian 

pemanfaatan ruang

n.a.

1,00

1,00                1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Akhir RPJMD
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

OPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Sumber Dana APBD Kabupaten )

Tahun-4
Tahun Awal 

Tahun 2016
Tahun-5

2018 2019 2020 2021 2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Tahun 2017 (Transisi)
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan

Indikator Kinerja 

Program (outcome)  

 



 

  

Pengelolaan Database 

dan Peta Tata Ruang

85,13

57,78 65,26 69,23 69,23 75,57 422,20

Data dan peta 

perencanaan tata 

ruang 

(RTRW/RDTR) 

yang dikelola

n.a.

5,00

5,00                7,00 9,00 10,00 12,00 12,00

Program Pengelolaan 

Pertanahan

Cakupan 

pengelolaan 

penggunaan dan 

pemanfaatan tanah

n.a. 79,89

1914,24

2280,50 2374,91 23607,71 25196,47 1763,30 57137,13

Pengelolaan Database 

Pertanahan 57,78
57,78 57,00 69,78 326,92 66,29 635,55

Luas Lahan 

Bersertifikat (m²)

n.a. 472.743.024   482.743.024 492.743.024 502.743.024 512.743.024 512.743.024

Sertifikasi Tanah yang 

di Bebaskan oleh 

Pemda 65,87

83,78 25,86 21,42 278,56 101,60 577,09

Luas asset Pemda 

Bersertifikat (m²)

n.a. 199.619          219.619 239.619 259.619 279.619 279.619

Penyediaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

Kas Desa untuk 

Kepentingan Umum 1211,68

1490,85 1723,80 1416,87 1674,01 1626,19 9143,40

Pembayaran Tanah 

Desa yang 

dilaksanakan 

(obyek sewa) 400

400                 400                 401                402               402               402               

Sertifikasi Tanah 

Masyarakat 293,28
343,38 251,26 248,28 505,42 754,50 2396,12

Luas Tanah 

Masyarakat

n.a. 412                 453                 499                548               603               603               

Fasilitasi 

Pemanfaatan Tanah 

Desa yang 

dilaksanakan 

(lokasi)

n.a. 6,00                6,00                6,00               6,00              6,00              6,00              

Penyelesaian 

Permasalahan 

Pertanahan 57,50

65,00 36,91 59,46 316,59 82,69 618,15

Jumlah masalah 

pertanahan yang 

diselesaikan

n.a.

11

14,00              10,00              10,00             10,00            10,00            10,00            

Identifikasi dan 

Inventarisasi 

Pertanahan 200,79

240,00 280,08 21837,00 22094,97 154,35 44807,19

Jumlah dokumen 

identifikasi dan 

inventarisasi

n.a. 10,00              10,00              3,00               3,00              3,00              3,00              



 

 
 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran dan 

Kualitas SDM 528,33

536,43              285,55              292,41               321,65             432,21               2.396,58           

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Perkantoran 395,54

311,48              156,69              50,00                 64,53               251,38               1.229,62           

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran

12,00            12,00              12,00              -                         12,00             12,00            12,00            -                        12,00            

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana 

Perkantoran 130,53

222,45              126,36              237,41               251,20             178,41               1.146,36           

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Pendidikan dan 

Pelatihan Non Formal 2,26
2,50                  2,50                  5,00                   6,00                 2,42                   20,68                

Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan Non 

Formal

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran
234,19

243,69              239,66              259,75               285,73             221,12               1.484,14           

Penyediaan Rapat - 

Rapat, Konsultasi, dan 

Koordinasi 119,09

107,67              110,40              87,19                 95,85               94,64                 614,84              

Terlaksananya 

Rapat - Rapat, 

Konsultasi, dan 

Koordinasi

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Penyediaan Jasa dan 

Peralatan Perkantoran 86,42
104,92              98,16                132,76               141,42             92,22                 655,90              

Tersedianya Jasa 

dan Peralatan 

Perkantoran

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Penyediaan Jasa 

Administrasi Keuangan

28,7

31,10                31,10                39,80                 48,46               34,30                 213,46              

Tersedianya 

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Program Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Kinerja

38,44

50,48                45,21                57,21                 85,54               47,85                 324,73              

Pengendalian, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan Kinerja

12,57                10,38                10,38                 14,20               8,33                   55,86                



 

 

 

Terlaksananya 

Pengendalian, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan Kinerja

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan 16,13
27,53                15,53                27,53                 31,34               22,08                 140,14              

Terlaksananya 

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Penyusunan 

Perencanaan Kinerja 

SKPD 22,31

10,38                19,30                19,30                 40,00               10,07                 121,36              

Terlaksananya 

Penyusunan 

Perencanaan 

Kinerja SKPD

12,00            12,00              12,00              12,00             12,00            12,00            12,00            

Program Pengelolaan 

Tanah Kasultanan dan 

Tanah Kadipaten

2.619,58           2.619,00            2.268,45          

Penatausahaan Tanah 

Kasultanan dan 

Kadipaten

3.862,00         2.619,58           977,00           2.619,00            2.268,45          

Adanya kepastian 

hak tanah 

kasultanan dan 

kadipatan di 

kabupaten Kulon 

Progo

Program Pemanfaatan 

Tanah Kasultanan dan 

Tanah Kadipaten

395,00              402,23               1.999,02          

Penyiapan bahan 

pertimbangan teknis izin 

penggunaan tanah 

kasultanan, kadipaten, 

dan tanah desa

30,00              170,00              42,00             227,23               1.025,63          

Kepastian hukum 

penggunaan tanah 

kasultanan, 

kadipaten, dan 

tanah desa

Penanganan keberatan 

dan sengketa 

pertanahan tanah 

kasultanan, kadipaten, 

dan tanah desa

5,00                225,00              3,00               175,00               973,39             



 

 
 

Tersedianya bahan 

untuk memberikan 

kepastian hak atas 

tanah desa

Program Perencanaan 

tata ruang satuan ruang 

strategis kasultanan dan 

kadipaten

600,00              600,00               912,00             

Penyusunan rencana 

rinci tata ruang pada 

satuan ruang strategis 

kasultanan dan 

kadipaten

1,00                350,00              1,00               150,00               306,00             

Ketersediaan 

dokumen 

perenncanaan 

pada satuan ruang 

strategis kasultanan 

dan kadipaten

Penyusunan rencana 

tata ruaag wilayah 

kabupaten kota

1,00                250,00              306,00             

Ketersediaan 

dokumen 

perenncanaan 

pada satuan ruang 

strategis kasultanan 

dan kadipaten

Penyusunan Rencana 

Induk Satuan Ruang 

Strategis Kasultanan 

dan Kadipaten

1,00               450,00               1,00              606,00             

Ketersediaan bahan 

bahan sebagai 

acuan dalam 

pembangunan dan 

penataan satuan 

ruang strategis 

kawasan perbukitan 

menoreh, persub 

RTR dan perda 

kawasan strategis 

Bandara YIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pemanfaatann 

Ruang Strategis 

Kasultanan dan 

Kadipaten

2.630,40              538.485,66          

Pemanfaatan Ruang 

Satuan Strategis 

Perbukitan Menoreh

210,00           2.630,40            538.485,66      

Dokumen 

perencanaan dan 

persiapan 

pengadaan tanah 

ruas bedah 

menoreh
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   BAB VII 

   KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 
 

Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 

telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai 

ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur 

kinerja atau keberhasilan organisasi.  Indikator kinerja  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang meliputi : 

1. Indikator Kinerja OPD 

2. Indikator Kinerja Program 

Perumusan indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang tahun ke-0 (2016) merupakan realisasi kinerja 

yang telah dilaksanakan dan tahun ke-1 (2017)sampai 

dengan tahun ke-5 (2022) merupakan target kinerja 

yang direncanakan.  

Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 

2017-2022 disajikan pada Tabel 6.1.sedangkan Indikator Kinerja Program disajikan pada Tabel 6.2 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

(IKU) 

No. Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  (%) 

 

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

RPJMD 

Tahun  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sebelum Perubahan 

A. Urusan Tata 

Ruang 

        

1. Persentase  75,65 87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68 87,68 
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Tabel 6.2 

Kesesuaian 

Pemanfaatan 

Ruang 

B. Urusan 

Pertanahan 

        

1. Persentase 

tanah 

bersertifikat 

73,70 78,93 80,63      

Setelah Perubahan 

A. Urusan Tata 

Ruang 

        

1. Persentase  

Kesesuaian 

Pemanfaatan 

Ruang 

75,65 87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68 87,68 

B. Urusan 

Pertanahan 

        

1. Persentase 

tanah 

pemerintah 

daerah, 

tanah 

kasultanan, 

kadipaten, 

dan desa 

yang 

memiliki 

kepastian 

hukum 

- - - 12,3 15,67 22,51 40,26 40,26 
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Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang Mengacu pada  

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 
 

 

No. Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD Tahun  

2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Cakupan 

perencanaan 

tata ruang 

 41,65 % 45,46 % 47,63 % 61,08 % 70,52 % 81,86 % 81,86 % 

2 Cakupan 

pelaksanaan 

dan 

pengendalian 

pemanfaatan 

penataan ruang 

 60,78 % 65,84 % 89,22 % 92,60 % 94,32 % 98,00 % 98,00 % 

3 Cakupan 

pengelolaan 

penggunaan 

dan 

pemanfaatan 

tanah 

 62,95 % 63,91  % 64,81 % 66,27  % 69,01 % 76,10 % 76,10 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

 

Metadata Indikator Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 

            

            

No 
Nama 

OPD 
Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Satuan Cara Perhitungan 

Capaian Kinerja Program 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi realisasi target target target target 

9 Dinas 

Pertanahan 
dan Tata 

Ruang 

                

    

    Program 

Perencanaan 
Tata Ruang 

Cakupan 

perencanaan 
tata ruang 

% (jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang / jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang yang seharusnya ada x 

100%) + (jumlah ranperbup RTBL yang sudah 

disusun / jumlah  dokumen RTBL yang  
seharusnya ada x 100%) + (jumlah sosialisasi 

kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan / 

Sosialisasi kebijakan penataan ruang yang 
seharusnya ada x 100%)/4 

                 

41,65 

                    

45,46 

                    

47,63  

                    

61,08 

                    

91,71  

                

81,86  

        1 (jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang /jumlah  dokumen 
perencanaan tata ruang yang seharusnya ada) x 

100% 

                 

5,56 

                    

5,56 

                    

11,11 

                    

50,00 

                  

61,11 

               

72,22 

          jumlah  persetujuan substansi dokumen 
perencanaan tata ruang 

                   
1 

                      
1 

                    
2 

                    
9 

                    
11 

                  
13 

          jumlah  dokumen perencanaan tata ruang yang 

seharusnya ada 

                  

18  

                    

18  

                    

18  

                    

18  

                    

18  

                  

18  

     DO persetujuan substansi : RTRW/RTR/RDTR 
yang sudah keluar validasi KLHS &/rekom Gub 

&/rekom BIG &/persub ATR 

Realisasi merupakan kumulatif dari tahun 
sebelumnya 

      



 

 

        2 (jumlah ranperbup RTBL yang sudah 

disusun/jumlah  dokumen RTBL yang  
seharusnya ada) x 100% 

                 

37,50  

                    

46,88  

                    

50,00  

                    

53,13  

                  

53,25 
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          jumlah ranperbup RTBL yang sudah disusun                    

12  

                      

15  

                      

16  

                      

17  

                    

18  

                  

19  

          jumlah  dokumen RTBL yang  seharusnya ada                   
32  

                    
32  

                    
32  

                    
32  

                    
32  

                  
32  

        3 (jumlah sosialisasi kebijakan penataan ruang 

yang dilaksanakan/Sosialisasi kebijakan penataan 

ruang yang seharusnya ada) x 100% 
        100  

               
100  

               100                 100                 100               100  

          jumlah sosialisasi kebijakan penataan ruang yang 

dilaksanakan 

                   

2  

                    

2  

                    

1  

                    

4  

                    

4  

                  

 4  

          sosialisasi kebijakan penataan ruang yang 

seharusnya ada 

                  

2  

                    

2  

                    

1  

                    

4  

                    

4 

                 

  4 

    4 Jumlah dokumen perencanaan SRS Kasultanan 

dan Kadipaten yang disusun/Jumlah dokumen 
perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten 

yang seharusnya disusun x 100% 

23,53 29,41 29,41 41,18 64,71 82,35 

 
 

    Jumlah dokumen perencanaan SRS Kasultanan 
dan Kadipaten yang disusun 

4 5 5 7 11 14 

     Jumlah dokumen perencanaan SRS Kasultanan 

dan Kadipaten yang seharusnya disusun 

13 13 13 13 13 13 

     DO dokumen perencanaan SRS KK : rencana 
induk dan RTBL 

Renduk dan RTBL SRS KK yg dihit adlh dok yg 

disusun per terbit Perdais 2017 

      

    Program 

Pelaksanaan 

dan 
Pengendalian 

Pemanfaatan 

Ruang 

Cakupan 

pelaksanaan  

Penataan 
Ruang 

% ((Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang / 

jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan 

ruang) x 100%) + (Jumlah Dokumen advice 
planning / jumlah pemohon advice planning x 

100%) + (Persentase kesesuaian struktur  ruang + 

persentase kesesuaian pola ruang/2 ) + (Database 

pertanahan dan tata ruang yang dikelola / 

database pertanahan dan tata ruang yang 

seharusnya ada x 100%) + (jumlah penanganan 
indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang / jumlah 

indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang 

teridentifikasi x 100%)) /5 

             

60,78  

               

65,84  

               

89,22  

               

92,60  

               

94,32  

           

 98,00  

        1 Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang/jumlah 

permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang 
x100% 

           

100,00  

                  

100  

                  

100  

                  

100  

                  

100  

                

100  



 

 

          Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang                     

293  

                      

262  

                      

275  

                      

289  

                      

303  

317 

          jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan 
ruang 

                    
293  

                      
262  

                      
275  

                      
289  

                      
303  

317 

        2 Jumlah Dokumen advice planning/jumlah 

pemohon advice planning)x100% 

           

100,00  

              

100,00  

              

100,00  

              

100,00  

              

100,00  

           

100,00  

          Jumlah Dokumen advice planning                 

760  

                  

348  

                  

340  

                  

342  

                  

344  

 

346 

          jumlah pemohon advice planning                 
760  

                  
348  

                  
340  

                  
342  

                  
344  

 
346 

        3 Persentase kesesuaian struktur ruang + 

persentase kesesuaian pola ruang/2 

           

87,25  

              

87,55 

              

87,75  

              

88,00  

              

88,25  

            

88,50  

          Persentase kesesuaian struktur  ruang                    

75,00  

                     

86,30  

                     

86,50 

                     

86,75  

                     

87,00 

                   

87,25 

          Persentase kesesuaian pola ruang                    

99,50 

                     

88,80 

                     

89,00  

                     

89,25  

                     

89,50 

                   

89,75 

        4 Database pertanahan dan tata ruang yang 

dikelola/database pertanahan dan tata ruang yang 

seharusnya ada x 100% 

             

16,67  

               

41,67  

               

58,33  

               

75,00  

               

83,33  

           

100,00  

          Database pertanahan dan tata ruang yang dikelola                    

2  

                     

5  

                     

7  

                     

9  

                   

10  

                 

12  

          database pertanahan dan tata ruang yang 

seharusnya ada 

                 

12  

                   

12  

                   

12  

                   

12  

                   

12  12 

     Do database pertanahan dan tata ruang : peta dan 

data terkait urusan pertanahan dan tata ruang di 

RDTR Perkotaan 

     

 

    5 jumlah penanganan indikasi pelanggaran 

pemanfaatan ruang/jumlah indikasi pelanggaran 

pemanfaatan ruang yang teridentifikasi x 100% 

- - 100 100 100 100 

     jumlah penanganan indikasi pelanggaran 
pemanfaatan ruang 

NA NA 10 12 14 16 

     jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 
yang teridentifikasi 

NA NA 10 12 14 16 



 

 

    Program 

Pengelolaan 
Pertanahan 

Cakupan 

Pengelolaan 
penggunaan 

dan 

pemanfaatan 

tanah 

% (Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m2) 

/ Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di 
BPN (m2) X 100%) + (Rekomendasi 

Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah Kasultanan dan 

Kadipaten yang diberikan / Jumlah pemohon 

rekomendasi pemanfaatan tanah desa, tanah 

kasultanan dan kadipaten X 100%) + 

(pembayaran sewa tanah desa yg dilaksanakan / 
pembayaran tanah desa yg seharusnya) + 

(Pembayaran sewa Tanah Desa yang 

dilaksanakan (obyek sewa) / Pembayaran sewa 
Tanah Desa yang seharusnya (obyek sewa) X 

100%) +(Jumlah bidang tanah Kasultanan, 

Kadipaten, dan Desa yang didaftarkan di BPN / 
jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang belum bersertifikat) X 100% /5 

                 

62,95  

                    

63,91  

                    

64,81  

                    

66,27  

                    

69,01  

                 

76,10  

        1 ((Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN 
(m2)/Luas aset pemda yang seharusnya 

didaftarkan di BPN (m2)X100%)) 

             
0,45  

               
0,49  

               
0,54  

               
0,59 

               
0,63  

             
 0,68 

          Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m2) 183,672 199,923 219,923 239,923 259,923 279,923 

          Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di 

BPN (m2) 

40.978,95

3 

40.978,953 40.978,953 40.978,953 40.978,953 40.978,953 

        2 ((Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah 

Kasultanan dan Kadipaten yang 

diberikan/Jumlah pemohon rekomendasi 
pemanfaatan tanah desa, tanah kasultanan dan 

kadipaten X 100% 

                   

100  

                      

100  

                      

100  

                      

100  

                      

100  

                   

100  

          Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah 

Kasultanan dan Kadipaten yang diberikan 
30 30 30 30 30 30 

          Jumlah pemohon rekomendasi pemanfaatan 

tanah desa, tanah kasultanan dan kadipaten 
30 30 30 30 30 30 

        3 ((Pembayaran sewa Tanah Desa yang 
dilaksanakan (obyek sewa)/Pembayaran sewa 

Tanah Desa yang seharusnya (obyek 

sewa)X100%)) 

                    
100  

                       
100  

                       
100  

                       
100  

                       
100  

                    
100  

          Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan 
(obyek sewa) 

                         
400 

                            
400 

                            
400 

                            
401 

                            
402 

                         
402  

          Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya 

(obyek sewa) 

                         

400 

                            

400 

                            

400 

                            

401 

                            

402 

                         

402  

        4 (Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan 
/Jumlah masalah pertanahan )X100 

               
100,00  

                  
100,00  

                  
100,00  

                  
100,00  

                  
100,00  

               
100,00  



 

 

          Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan 11 14 10 10 10 10 

          Jumlah masalah pertanahan 11 14 10 10 10 10 

     DO masalah pertanahan : permasalahan 

pertanahan desa, tanah kasultanan dan kadipaten 

      

        5 (Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang didaftarkan di BPN/jumlah bidang 
tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang 

belum bersertifikat)*100% 

14,28 19,04 23,52 30,75 44,40 79,84 

          Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan 
Desa yang didaftarkan di BPN 

350 400 400 400 400 400 

          jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang  belum bersertifikat 

                    

2.451 

 

2.101 

 

1.701 

 

1.301 

 

901 

 

501 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

 

 Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2017 - 2022 ini merupakan dokumen 

penjabaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017 -2022 dan dilaksanakan untuk lebih 

meningkatkan akselerasi pembangunan 

pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan 

akuntabel. 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017 -2022 ini akan dilaksanakan padaTahun 2017sampai dengan tahun2021 serta 

masatransisiTahun 2022. 

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2017-2022 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 sampai dengan 2022. Akhir 

kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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